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MOTTO :

> “Hanya dengan menentang anginlah layang-layang dapat naik, 
begitu pula manusia dapat mengerahkan diri hanya dengan 

perjuangan dan perlawanan*'.
(Phytagoras)

> "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".

(Surat Alam Nasyrah ayat 6-8)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda negara Asia, termasuk Indonesia sejak 

pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang amat besar terhadap 

perdagangan dan perekonomian nasional. Akibatnya tidak sedikit perusahaan yang 

tidak dapat memenuhi kewajiban kepada kreditur, tertunda bahkan tidak dapat lagi 

melunasi hutang-hutangnya.

Adanya kecendrungan dunia usaha yang bangkrut, berakibat pula tidak dapat 

dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo dan akan mengakibatkan 

dampak yang lebih luas, maka dibutuhkannya langkah-langkah perbaikan khususnya 

kepastian hukum untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan ataupun di antara

ipihak Debitur dan Kreditur.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan 

perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta 

mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana 

hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional

!Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Rajawali Pers, Jakarta,
1999, hlm 2
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adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban 

pembayaran utang.

Namun Peraturan mengenai Kepailitan2 masih perlu diadakan perbaikan oleh 

pemerintah dengan mengadakan penyempurnaan kembali yang dilakukan dengan 

menambah dan mentiadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai 

lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat pada saat ini.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan 

pembayaran utang :3

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama 

ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.

2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang 

menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa 

memperhatikan kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh

seorang Kreditor atau Debitor sendiri.

Bertitik tolak pada pemikiran tersebut diatas, perlu dibentuk Undang-undang baru 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mewujudkan 

penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil dan efektif. Maka pemerintah

2Yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, 
sebagaimana dimaksud dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang

3Penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
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mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini memberikan 

pengertian utang secara tegas dan mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan 

penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk didalamnya pemberian kerangka 

waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan 

kewajiban pembayaran utang.

Undang-undang kepailitan ini akan berfungsi sebagai benteng terakhir upaya 

hukum untuk memaksa debitur yang secara finansial tertekan untuk melakukan 

negosiasi dengan para krediturnya dengan itikad baik atau untuk mempercepat 

likuidasi perusahaan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya yang tidak berhak 

untuk mendapatkan suatu restrukturisasi utang4.

Kepailitan dapat dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih 

kreditur, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 

dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan lalu 

didaftarkan kepada Panitera Pengadilan, dan panitera akan menyampaikan 

permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat dua hari 

setelah tanggal permohonan didaftarkan.

JerryHofF, Undang-undang Kepailitan di Indonesia, PT Talanusa, Jakarta, 2000, hlm 6
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Dalam jangka waktu tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan 

pailit didaftarkan, maka pengadilan akan mempelajari permohonan dan menetapkan 

hari sidang, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan 

dalam jangka waktu paling lambat dua puluh hari setelah tanggal permohonan

didaftarkan.

Setelah perkara diproses oleh majelis di Pengadilan Niaga selama paling 

lambat enam puluh hari, maka putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat 

diketahui. Putusan pernyataan pailit ini akan diikuti pula dengan diangkatnya 

Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan.

Kurator harus melakukan segala upaya untuk menyelamatkan harta pailit yaitu

dengan mengambil dan menyimpan segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan

surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya setelah ia mendapat

pemberitahuan tentang pengangkatannya.

Dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah tanggal putusan 

pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, maka kurator akan 

mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua 

surat kabar hanan ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan 

pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;

b. nama Hakim Pengawas;

c. nama, alamat, dan pekeijaan Kurator

r
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d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah 

ditunjuk; dan

e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor

Pelaksanaan rapat Panitera kreditor diketuai dan dipimpin oleh Hakim Pengawas 

dengan didampingi seorang Panitia Pengadilan Niaga sebagai sekretarisnya. Rapat 

Panitia Kreditor ini wajib dihadiri oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan 

(BHP).5 Dalam rapat ini pula akan dilanjutkan dengan rapat verifikasi guna menguji 

kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator.

Kegiatan dalam rapat verifikasi merupakan proses yang paling penting dalam

kepailitan, karena dalam rapat itu diperiksa kebenaran tagihan-tagihan dan juga hak

prioritas kreditor-kreditor dan dilakukan pencocokan dan /atau pemberesan terhadap 

semua utang debitor yang dinyatakan pailit6

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun suatu karya tulis yang

berbentuk skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS RAPAT VERIFIKASI DALAM PROSES

KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004

TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

UTANG u

^Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 2004, hlm. 88

6Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 62



6

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas 

pemasalahan adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan rapat verifikasi di Pengadilan Niaga 

menurut Undang-undang No. 37 tahun 2004 ?

2. Bagaimana cara menyelesaikan utang piutang jika teijadi bantahan atas tagihan 

dalam rapat verifikasi ?

maka yang menjadi

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan rapat verifikasi dalam proses

kepailitan di Pengadilan Niaga menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

b. Untuk mengetahui cara penyelesaian utang piutang terhadap bantahan atas

tagihan yang teijadi dalam rapat verifikasi.

2. Manfaat

a. Secara teoritis, hasil penulisan ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi 

dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian studi hukum 

dan bisnis, khususnya kajian mengenai Hukum Kepailitan.

b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi 

masukan bagi pelaku usaha atau para kreditor. Selain itu juga sebagai

r
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masukan bagi debitur dalam penyelesaian proses kepailitan dan sebagai 

pemasyarakatan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sarana

D. Ruang Lingkup

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan 

judul skripsi ini maka penulis perlu memberikan batasan dan ruang lingkup 

penulisan, yaitu hanya mengenai mekanisme pelaksanaan rapat verifikasi di 

Pengadilan Niaga dan cara penyelesaian terhadap bantahan atas tagihan dalam 

rapat verifikasi tersebut berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara

normatif artinya adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka (data sekunder )7 yang mencangkup bahan hukum primer, sekunder 

dan tersier8.

Usmawadi, Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan Dan 
Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Uni versi tas Sriwijaya, Palembang, 2004, 
hlm 13

Soejono Soekamto, Pengantar Pelatihan Hukum, Universitas Indonesia press» jakarta, 1984,
hlm 52

r
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2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan komparatif studi, yakni membandingkan UU No. 4 Tahun 1998 

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan 

undang-undang yang baru, yaitu UU No. 37 tahun 2004.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengambil data dalam penelitian ini maka digunakan studi kepustakaan 

yang dimaksudkan untuk meneliti bahan sekunder.

Data sekunder terdiri dari :9

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

misalnya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya dari kalangan 

hukum yang berkaitan dibidang kepailitan, hasil-hasil penelitian dan 

literatur-literatur mengenai kepailitan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi

9Soqono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
PT. RajaGrafmdo, Jakarta, 2003, hlm 13
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majaJah-majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti 

putusan-putusan, literatur-literatur, jurnal, media cetak, media elektronik yang

dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara komparatif, sehingga dapat

menjawab permasalahan yang dikaji.
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